
BUPATI BANYUWANGI 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

NOMOR 6 TAHUN 2013 

TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG 

PENYELENGGARAAN REKLAME 

0 nimbang 

~ gingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUWANGI, 

: bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam 
implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 
10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 
2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. 

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 132); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tah.un 2007 tentang Penataan 
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Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 o 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 



Menetapkan 
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesi:::i TQ.hun 2009 Nomor 180, T:imbnhan Lembarnn 
N~gara Rcpub!ik Indonesia Nomor 5049); 

7. Pera tu ran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang 
Pecioman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negf'tra Nomor 4f;().1); 

8. Peraturan Pcmcrintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 
(Lemharan Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan 
Lcmbardii :i'foga,a. Nom0, 4555); 

9. Peraturan Pcmerintah Nomor 38 T,1hun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 
140, Tamhah:'ln T.emh:1rnn N~enrn Nomor 4578); 

10. Peraturan Menteri Pckerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian­
I3ugian Jala.n: 

l l. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Pt:ralurnn Daerah Kabupalen Banyuwangi Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Satuan Palisi Pamong Praia Kabupaten 
Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi 
Tahun 2008 Nomor 2/D); 
Pcraturar1 Dacral1 Ka.bupoten B:::1:,.·L:~·/cng: !'!cmnr 2 Ta!~u~ 
2011 ten tang Pajak Da<"rah (Lemba---an DaPrah Kahupatf"n 
Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B); 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Organisasi Pcrangkat Daerah (.Lcmbaran 
D~f'mh K:'lbunattan BanvuwanQ"i Tahun 2011 Nornor 1/Dl: 

... J ...., • #. 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 
2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah 
f/~l.._, •• ,.,...,f.,.,.-""' Drt~•n•••_.-.,....,.....; IT ,.......,..l--.,_,...."".,, Do"'\o, .. ,,~ L"'-h,.., .. ",,+~ ..... 
l "'-C.tJ-'Yl..,<"-'--'-'• 1 L'CA..&J.J \Anica.a 1e,1 \ &.""1& t1 u~41 lAl • «'-''- ,1.a.1. & ..._,. uu1,u'-'-'.a," 

Banyu ... vangi T~hun 2012 Nomor 11/E); 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 
2012 ten tang Rencana Tala Ruang Wilayah Ka bu paten 
Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah 
Ka hunatcn Banv11w:-lngi Tahun 2012 Nomor 9 /E l. 

,&. ~ ..., • , 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 
2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah 
Kubuµukn Banym.vo.ngi Tah_un 2013 Nomor 4). 

MF.MlJTURKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 
TAHUN 2012 TENTANG PENYELSNGGARAAN REKU?.lK 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peratl.iran Bupati ini yang dimak~ud dcngan: 

Dac1<:th a.dalah habupaten Ba.nyuwc:uigi. 
PPmP.rint:::1h n::u·rnh aclala.h Peme1intah Kabuoaten BanvuwanC!i. 

• J ~ 

Kepala Dae-mh adalPJh Rupati Bany11wangi. 
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Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Cipta Karya dan Tata Ruang adalah 
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya tlan Taia Ruan~ Kabupattn 
Ban;"..1wangi. 

>. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Tnformalika adc1lah Dinas Pcrhubungan, 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi. 

•· Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi. 
' Badan Pengelolaan Keuangan dan Asct Daerah a<.lalah Hadan Pengetolaan 

Keuangan dan Asec Daerah Kabupaten Eanyuwang1. 

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamof'lg Pr~ja Kabupatr:n 
Banyuwangi. 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pclayanan Perizinan 
Terpadu Kabupaten Banyuwangi. 

0. Penyidik Pcgawai Negeri Sipil yang sclanjutnya disingkat PPNS adalah Pcgawai 
Negcri Sipil tertcntu ya.Tlg diberi kcw~nangBn khustJs dan kt>wajih~n untuk 
rnelaksanakan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah . 

. Tim Reklame adaJah Tim teknis yang memberikan pertimbangan kepada 
Bupati ams pcrmohonan izm penyeienggaraan rekiame. 

2. Rekiame adalah benda, aiat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak 
ragamnya dirancang untuk lujuan komcrsial, dipcrgunakan untuk 
mempcrkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk mcnarik 
perhatian umum terhadap barangjasa, orang a.tau badan yang dapat dilihat, 
dib::ica, didengar, dirc.~kan dan/ ::ii.nu dinikmati c!eb. waum. 

3. Pt:nydcngguru Reklume .idafah orang ::it.:n; budan ycag mcnyelen66 .... ~o.kc.n 
reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama 
pihak lain yang menjadi tanggungannya . 

. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan 
mengusahakan sesuatu untuk mclakukan pemas:.:L.'1ga..'l7 pemc!iharaan dan 
p~m bongkaran Rek1ame . 

. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (t.idak dapat 
dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar 
dan/ atau tulisan yang dapat bcrubah-ubah, terprogram da.n menggunakan 
tenaga listrik. termasuk didalamnya Videotron dan Large Electronic Display. 
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16. Reklame Papan at.au Billboard adalah reklame yang bcrsifat tetap {tidHk dapat 
dipindahkan) terbuat dari kayu, seng, tinplate, colibrite. vvnil, aluminium, 
fibc1 glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau baha.n lain yang seje1h::, 
dipasang pada tempat yang disediaka.11 (bcrdiri scndiri} atau digantung atau 
ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan 
sebagainya baik bersmar, disinari maupun yang tidak bersinar. 

17. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau 
benda ya..11.g dapat bcrgcr~l{, yang rHseknggarakar1 dcngan menggun~_kan 
kendaraan dan/atau dengan can'I dibawa/didorong/ditarik oleh orang, 
termasuk didalamnya reklame pada gcrobak/ rombong, kendaraan baik 
bermotor ataupun li<lak. 

18. Reklame Bahho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain 
dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya 
mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil. 

19. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau 
mt!mpromo::;ikc:1.u suatu event dan/ atau kegiatan yang bersifat insidentil 
dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang 
sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag 
chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing 
banner. 

20. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lcmbaran lepas, 
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan dan/atau dapat diminta 
dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung 
pada suatu bcnda lain, tcrmasuk didalamnya adala..11 brosur, leafleat, dan 
reklame dalam undangan. 

21. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas 
diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau 
digan tung pada suatu benda. 

22. Reklame Film at.au slide adalah rel<lame yang diselenggarakan dengan earn 
menggunakan klise (dluloide) ben1pa kac-n atau film, ataupun bahan-bahan 
lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproycksikan dan/atau dipancarkan. 

23. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan 
menggunakan halon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis. 

24. Reklame Suara adalah rekla...-ne yang diselenggarakan dengan menggunakan 
kata-katR yang diucapkan atau dengan suara yang clitimbulkan dari atau oleh 
perantaraan alat. 

25. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara 
memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. 

26. Reklame Sign Net adalah re.ldame papan yang diselenggarakan secara herjajar 
di lokasi hukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi 
rendah. 

27. Reklame lnsidentil adalah reklame baliho, reklame kain, reklame peragaan, 
reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, dan 
reklame suara. 

28. Reklame Permanen adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas 
bidang 8 M2 kebawah yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan. 
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29. Reklame Terbatas adalah reklarne megatron dan reklame pa pan dengan luas 
bidang lebih dari 8 M2 yang diselenggarakan diluar sarana dan prasarana kota 
atau reklamc megatron dar1 reklamc papai""l yang disdcnggarakan didalci.tu 
sarana dan prasarana kota. 

30. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame 
yang memiliki atau memerlukan rangka besi, baja, beton atau bahan lainnya 
yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga b1dang 
reklamc termasuk jenis ba.ndo dan .Jembat~;U'l Penyeh~rangan Orang (.JPO). 

31. Lehar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame. 
32. Panjang bidang reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame. 
33. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapat dari perkalian antara lebar dan 

panjang bidang rekiame. 
34. Materi reklnme adalah naskaJ1, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat 

dalam bidang reklame 
35. Kawasan adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan 

wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame. 
36. Hak Pengelolaan Titik Lokasi Reklame yang selanjutnya disingkat HP-TLR 

udala.h hak yang diberika..11 Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga untuk 
meng("lo1a lokasi titik reklarne pada sarana/prasarana kota dalam jangka 
waktu tertentu yang dituangkan dalam perikatan/ ijin pengelolaan titik 
rekiame. 

37. Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dikuasa1 oleh 
pemerintah dan pl"nggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan 
peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. 

38. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status 
pemiiikannya perorangan danjatau badan yang pemanfaatannya sesuai 
dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. 

39. Persil adalah sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat bangunan atau 
terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik 
pribadi atau Badan tennasuk parit,selokan, pagar, rial dan lain sebagainya. 

40. Pen.il Kantor adalah sebidang tanah yaug <liat.a::;nya Li<lak tenlapal uanguuan 
atau terdapat bangunan sebagai tempat tir1ggal/ atau tempat kegiata11 lainnya 
milik pribadi atau Badan termasuk parit,selokan1 pagar, riol dan lain 
sebagainya yang berada dalam wilayah perkantoran baik itu milik Pemerintah 
maupun Swasta. 

41. Pemilik reklame/produk adalah orang pribadi dan/atau badan yang 
menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri. 

42. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame adalah badan yang bergerak 
dibidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas 
nama pihak lain yang menJadi tanggungannya. 

43. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang relda__rne didirikan, 
diselenggarakan/ dipasang dan/ atau ditempelkan. 

44. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan 
reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa reklame. 

45. Pengelolaan titik lokasi reklame adalah kegiatan menguasai, menata. dan 
memelihara titik lokasi reklame untuk menyelenggarakan rcklamc. 
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46. Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan Reklame yang selanj11tnya 
disingkat RTBB adalah gambar rencana reklame megatron, Bando jalan, 
\liJ.eou .. on) La1gc Elt:.ctruuic Di~pky· da.r1 yctpdl!.; L.illLoa.rd tel .:.~~ul,~ reklau1;:; 
Jainnya yang pemasanga.nnya mcmerluksn konstruksi dan penjelasa n 
identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, 
kctingg1an, cstetika dan serasi dcngan lingkungan sekitarnya. 

4 7 . Izin Penyelenggaraan Rcklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang 
dikeluarkan oleh Satuan. Kerja Perangkat Daerah yan.g membid::n1g1 perizinan. 

48. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame vang selanjutnya disingkat SPPR 
adalah formulir permohonan untuk pemasangan reklame. 

49. Keunggian reklame actalah jarak tegak iurus imaginer antara am.bang paling 
atas bidaug rck.lame d1.:u15an permukaan tanah dimana reklamc terscbut 
berdiri 

50. Tinggi reklame adalah iarak tegak lurus imaginer antara ambang paling bawah 
bidang reklame dengan pennukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri. 

51. U-aris ::,empadan Bangunan yang seianjumya dismgKat G~B aciaiah gans 
sempa<lau yai:i.g dia1.as11ya at.au sejajar dibelakangnya dapal didirikan 
bangunan. 

52. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis sempadan 
yang diatasnya dan/ atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan pagar. 

53. Ta.nu.a Pt:ngt8ahan a<laian ut:nLUk 1zm pcnydt;nggaraan reklarm: yang 
diberikan bagi reklam.e insidentil, je.nis kain, sekbaran ffi.il1 mdckat }ang 
dilengkapi cap/ stempel. 

54. Kelas jalan reklame adalah klasifikasi jalan mcnurut tingkat strategis dan 
komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Kepala 
Dacra.."'1. 

55. Biaya uang bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame 
kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk 
m embongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kcmbali lokasi/tempat 
bekas disclcnggarakannya reklame. 

56. Konsesi adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk sahng memberi yang 
dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan 
pengelola. 

57. Nilai Sewa Reklame adalah nil:i.i yang diLet.apkan sebagru das;';11 perhitungan 
penetapnn besamya pajak rek1ame. 

58. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik 
lokasi pemasangan reklame berdasarkan k.riteria kepadatan pemanfaatan tata 
ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaba. 

BAB lI 

TATA CARA PERMOHONAN PERIZINAN 

Pasal 2 

(1) Tata cara pengajuan, sebagai berikut; 
1. Pemul1uu uict11i11U1. L-1fv11i.il:'J.::.~ pc:.-i~i1ta..i1 ke loket informasi pada Dadan 

Pclayanan Pcrizinan Tcrpadu Kabupatcn Bar1yuwangi dan pcttigas lokct 
memberikan informasi tentang perizinan yang dibutuhkan pemohon; 

2. a. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan 

b. Perugas loket memeriksa kelengkapan: 
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Bila lengkap pemohon diberikan tanda bukti penerimaan 
permohonan. 
Bila mas1h belun1. lengkap berkas cukembalikan lagi ke pt:mohon 
u11Luk <lilengka_µi. 

3 Rrigi::in proc::ec:: m~l:3kuk:rn 
permohonan. 

penelitian <fan vali<lasi a\val terhacfa.p herkAs 

Apabila berkas permohonan tidak lengkap, bagian 
penerimaan/penyerahan mengirirnkan kemuaii uerKas k.c pemuhon. 

4. Apabila berkas permohonan sudah 
penf'rimR:m/penyerahan mengirimkan 
mengolah suraL draf surat izin. 

lengkap 
berkas 

dan 
ke 

benar 
bagian 

bagian 
proses 

- Proses pemeriksaan dan pemarafan konsep surat izin olch Kasubbid 
Pdayanau clan Penetapan dan Kabid Peti:t.it1au sen.a peuanda1.augau 
surat izin. 

!'>. Rt"'P,istrasi penomoran, pengesahan, pen~arsipan . 
6. Pemberitahuan surat izin telah selesai kepada pemohon. 

- Petugas loket penerimaan/penyerahan menycrahkan surat 12m 

kepada pemohon. 

(2) Kelengkapan persyaratan masmg-masing pemohon sebaga1mana d1maksud 
r~nn ay::lt (1) ~t"hA~~i hP.riknt: 

a. Reklame permanen 
- Mengisi blanko permohonan; 
- Fotokopi KTP yang masih berlaku; 

- Fotokopi akta pendirian perusahaan {bagi vang berbadan hukum); 
r:'\ • t n r-, a.• , • • r_ _ t _ 1 '"r "'- • • 11 rv,,, 

- I'OlOKOpl ;::.I\. 1Vlt;;Ul-Cl l nuKUUl UcUI flt\lVI lU~~l r l J 

- !<'oto / display tihk lokas1; 
- T.zin M,-.nr.ir1¥Jn, R:n,gnr.~n 

- Surat pemyataan kesanggupan 
b. Reklame terbatas dan reklame insidentil 

- Mengisi blanko per:mohonan; 
- Fotokopi KTP yang masih berlaku; 
- Foi.uKopi ak:ca pe.1.1uu1au pc::tu::.al1c1c:1n (bag.i yant:1, ut;1l:.,,;1dau hukuru1, 

Folokopi SK Menteri Hukum dan HAM (bagi PT} 

~ntn/ nic;:pli:t)· t1ti~ lokasi; 
Surat pernyataan kesang__gupan. 

BAB III 

PENENTUAN BANGUNAN ATAU TEMPAT LAIN 
YANG TIDAK BOLEH MENiELENGGARAKAN REKLAiv:IE 

Pasal 3 
Setinp orang/ b~<l~n dilarnng menyclcnggarnkan reklamf': 

a. 1v1enempatka~"1/memban.gur1 reldame perma..'len ya..11g menyatu dengan papa.11. 
nama di kantor / instansi pemerintah dan sekolah; 
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b. Menempatkan rekJame pada tempat pendidikan dan tempat ibadah kurang 
dari 25 meter yang dihitung dari pagar terluar bangunan; 

c. Menempatkan rekiame ch seknar tempat penciid1Kan cian tempac. rnaaah yang 
meuyatu <lc11gan paprul 1:tama. ttmpaL usaha/ tuko. 

rl . MPmas:m{J'. reklame nermanen di lokasi / temoat diatas trotoar ialan. tiang 
~ .a. I ..i.. - -

penerangan jalan umum. tiang telepon, pagar pembatas ialan, 
pohon/tanaman di tcpi jalan dan kawasan ruang terbuka hijau {RTH) kccuali 
untuk ·pemasangan media informasi m.ilik Pemcrinto.h Daer~h. 

e. Me.nempatkan/ menggwiakan lokasi/ tempat penyaJ1gga rd<lame J.i du.a. sisi 
pembatas pada jembatan; 

f. Membangun konstruksi bangunan reklame dan media inform.asi berupa portal 
dan at.au jcnis konst.ruksi lamnya yang melintang di atas jalan pada Jalan 
artcri dan jalan kolcktor. 

g. Menempatkan reklru.ue terbatas dan reklame insidentil ditepi jalan mulai dari 
jalan S.Parman, jalan Adi Sucipto, jalan Jend. A.Yani, jalan PB. Sudirman dan 
Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Banyuwangi. 

BAB IV 

TATA CARA PEMBONGKARAN 

Pasal 4 
(1) Tata cara pembongkaran untuk rckhime pcrmancn, yaitu 

a. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengecekan lokasi 
penyelenggaraan rek1ame, apakah telah hab1s masa izinnya dan; atau 
menyimpang dari keLenLuan Peraturan Daerah yang terkait 
penveleng_garaan reklame; 

b. Apabila ditemukan penyimpangan, maka Satuan Polisi Pamong Praja 
mengirimkan surat peringatan kepada penyelenggara reklame untuk 
membon.gkar sendi..-i. reklamenya; 

c;. Seldah <li~ri sura.t peringat.an penyelenggara reklame dalam waktu 3 
(tiga) hari tidak membongkar sendiri reklamenya, maka Satuan Polisi 
Pamong Praja Akan menerbitkan surat peringatan akan dilakukan 
pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja; 

d. Surat pembongkarnn oleh Satuan Polisi P..unong Praju krncblll, 
dikirimkan sebanya.k 3 (tiga) kali, dengan waktu untuk p.eringntnn 
pertama paling lama 7 (tujuh) hari, peringatan kedua paling lama 5 {lima) 
han dan penngatan keuga palmg lama 3 (t1gaj han; 

e. Apabila sampai diterbitkan peringatan yang ketiga penyelenggara re.kJame 
belurn membongkar sendiri reklameny~, rnaka ~::itn~n Polisi Pamnng Prnja 
dapat melakukan pembongkaran. 

(2) Pembongkaran untuk reklame terbatas dan reklame Insidentil langsung bisa 
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BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

9 

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

Ditetapkan di Banyuwangi 

Pada tanggal 14 Plbruat-t )Vt> 

Diundangkan di Banyuwangi 
Pada tanggal 14 fl~NA~ ;lOlJ 

SEKRETARIS DAERAH 

N BANYUWANGI, ~...,~ 
~ 

aMuda 

008 198409 1 001 
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